
GELANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PERATURAN WALIKOJ~vr:rAAN BAGI KSP/USP KOPERASI KOTA 
BANTUAN MODAU~ :NGGARAN 2007. 
MAGELANG TAH 

MEMUTUSKAN : 

6. 

5. 

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ; 

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang:Undang Nomo~ 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemermtah Penggant1 Undang- 
Undang Nomor 3 ranon 2005 tentang .Perubahan Atas Un~an~-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah menjadi Undang- 

Undang; 

P rintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan 
Peraturan eme 
pada Koperasi; 

h Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Peraturan Dadera t n Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ; 
Anggaran Pen spa 'a 

2. 

3. 

4. 

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
- Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
T engah dan Jawa Ba rat ; 

b. bahwa agar pelakssnaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, 
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang; 

a. bahwa dalam ranqka meningkatkan kemampuan koperasi dan menjadi 
pelaku ekoncmi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan 
~ukun~an dan langkah - langkah operasional pemberdayaan yang 
1ntens1f dan terpadu dengan memberikan pinjaman modal penyertaan 
yang akan disalurkan kepada koperasi; 

TENT ANG 

PE1~~1~~~7KuNslpS BANTUAN MODAL PENYERTAAN 
KOPERASI KOTA MAGELANG 

TAHUN ANGGARAN 2007 

DE NGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 



BAB II 
TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 2 Pi . K . I I . 
T · K · s·mpan Pinjam I Unit Simpan 1nJam operas, me a u1 LIJuan pemberdayaan operas, 1 

perkuatan modal Koperasi ad~_lah: sn a usaha mikro, kecil dan menengah. 
a. Mengembangkan Sektor rnl khusu Y an tenaga kerja serta peningkatan pendapatan 
b. Memberikan peluang terhadap penyerap 

daerah setempat. ataan perekonomian daerah. 
c. Mempercepat pertumbuhan dan pemer 

Pasal 3 p· . K . I I . . . an Pinjam / Unit Simpan mram operasi me a u1 
Sasaran Pemberdayaan Koperast s,mp . b ikut . 
perkuatan modal kooerasi adalah se~~g~lt ektn ur p.ermodalan yang lebih kuat. 

. . memthkt s ru . t ha a. Tervvujudnya koperas1 ya~g . untuk memperluas keg1a an ~sa · . . 
b. Terbukanya peluang bagt kopera~dalan KSP I USP koperast ya~g tercer~in da~, 
c, T erlaksananya perkuatan per~n gota, peningKatan omzet dan pemngkatan sisa has11 

Peningkatan pelayanan kepada g 
usaha. 

Oalam Peraturan Walikota ini yang d' Pkasal 1 
h d I h · nna sud denga . 1. Daera a a a Kota Magelang n · 

2. Pemerintah Daerah adalah W~likota 
Pemerintahan Daerah. dan Perangkat Dasrah sebagai unsur pelaksana 

3. Walikota adalah Walikota Magelana. 
4. Kantor Pelayanan Koperasi Usaha K ·i 

Koperasi Usaha Kecil dan Me h ec, dan Menengah adalah Kantor Pelayanan 
5. Program' Pemberdayaan Kop~~~~aSi~op~nM~~~lang., U it s· p· . K . 

adalah Rangkaian keg·at . tnJam n ,mpan mjam operas, 
d I rt k I an pemenntah daerah dalam bentuk pemberian pinjaman 

mo ~ penye aa~ epada Koperasi yang dananya bersumber dari Anggaran 
Penaapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. 

6. Modal Penye~aan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan 
uang yang ditanam~an oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur 
permodalan koper~s1 dalam meningkatkan kegiatan usahanya. 

7. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi. 
8. Koperas~ adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum 

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. 

9. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi Simpan 
Pinjam yang kegiatannya hanya Simpan Pinjam. 

10. Unit Sim pan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah Unit Usaha pada Koperasi 
yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan dikelola secara otonom sebagai 
bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. 

11. Koperasi serba Usaha adalah Koperasi yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu 
(Multi Usaha). . . 

12. Bagi Hasil adalah pembagian keuntungan yang harus dibayar oleh Koperasi kepada 
Pemerintah Kota Magelang yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk 
Teknis. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 



BABVI 
BAGI HASIL DAN JANGKA WAKTU 

Pasa19 . 
· t h Kota Magelang kepada kcperasl sebesar 50 % 

B_agi hasil yang dikenakan o.leh ~emerm ~iperoleh dari usaha yang dibiayai dengan dana 
(hma puluh perseratus) dan hasil yangba ai berikut : 
modal penyertaan dengan ketentuan seotag minimal 12 % (dua belas perseratus) ~r tahun. 
a. Suku bunqa pinjaman kepada angg eratus) per tahun atas usaha keg1atan yang 
b 8. '" 0/_ (t 'uh belas pers · iaya maximal 17 -..v UJ rtaan 

didanai dengan dana mod~I penYf uh e~seratus) disetor ke Kas Umum Da~rah dengan 
c. Bagi hasil sebesar 50 % (hma pu ada PT. BPD Jawa Teng.ah, rnelalui Bendahara 

nornor rekening 1-005..00070-5 P Koperasi, Usaha Kec1I dan Menengah Kota 
Panerimaan pada Kantor Pelayanan . . . 
Magelang. dal penyertaan yang dibenkan dart Pemenntah Kota 

d. Janaka Waktu Penaelolaan M~ 1 ma 3 (tiga) tahun. - - · ahng a Magclang kepada Koperasi P 

Pasal8 
Persyaratan anggota calon penerima pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi 

Serba Usaha adala~ : . . . oleh KSP / KSU. 
a. Mempunyai akt1fitas usaha yang dm1la1 layak 
b. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepada KSP I KSU. 

BABV 
PERS YARA TAN PENERIMA PINJAMAN 

Pasal7 
Persyaratan Koperasi Simpan Pinjam I Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Serba 
Usaha adalah: 
a. Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun. 
b. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku terakhir. 
c. Mendapat penilaian minimal cukup sehat. 
d. Untuk USP Koperasi telah dilaksanakan pengelolaannya secara otonom I terpisah dari 

unit usaha yang lain. 
e. Memiliki anggota yang bergerak diberbagai usaha produktif. 
f. Mempunyai kinerja yang baik dalam mengelola modal penyertaan dari Pemerintah Kota 

Magelang. 

Pasal6 
Sumber Dana Perkuatan Modal Koperasi da · A 
Kota Magelang Tahun Anggaran 2007. n nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

t d d I . Pasal5 Sta us ana a a ah 1nvestasi dari p . 
disalurkan melalui Kantor Pelayanan emeri~tah Kota M~gelang kepada koperasi yang 
dengan sistem bagi hasil. Koperast, Usaha Kec1I dan Menengah Kota Magelang 

BABIV 
PERSY AP~ TAN KSP/USP DAN KSU PENYALUR MODAL PENYERT AAN 

Penanggung Jawab Bantuan Mod I p Pasal 4 
Kecii dan Menengah Kota Magela~. enyertaan adalah Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha 

BAB III 
STATUS DAN SUMBER DANA 

:~ 
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Pasa113 
K ·, dan Menengah Kota Magelang menyampaikan 

Kantor Pelayanan Koperasi, Usah~0;~1 Penyertaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada 
Laporan Perkembangan Bantuan 
Walikota. 

BABX 
PEL.APO RAN 

Pasa112 
D I . 1. · I ksanaan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro 

a ~m rangka optima rsast p_e a d I koperasi perlu dilakukan monitoring dan 
Kec11 dan Menengah melalut perkUatan mo a . . . 

. · odik sebaga1 berikut . 
evaluasi serta pengcndahan seeara pen_ t b r dan Desember). 

a. Setiap akhir triwulan (Maret, Jun!, ~ep em 0 

b. Materi yang dilaporkan antara lain · dana dan angsuran pinjaman anggota 
1 . Kinerja penyaluran I pemanfaatan 

2. ~:ad~a~~~~rf~~rmasalahan yang perlu dilaporkan. 

BABIX 
MONITORING DAN EVALUASI 

(2) Pembayaran modal penyertaan dan pembayaran bagi hasil adalah sebagai berikut : 
a. Pengembalian dari koperasi dibayarkan setelah 3 (tiga) tahun apabila koperasi 

sudah tidak mernbutuhkan modal. 
b. Apabila Koperasi masih membutuhkan dan kinerjanya masih baik maka kerjasama 

antar Pemerintah Kota Magelang dan Koperasi dapat diperpanjang. 
c. Bagi hasii modal penyertaan dari Koperasi dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 11 
(1) Modai Penyertaan dibukukan sebagai modal sendiri. 

(5) Pemerintah Kota Magelang melalui Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah mentransfer uang dana modal penyertaan ke masing-masing rekening 
Koperasi di PT. BPD Jawa Tengah Cabang Magelang. 

(4) Ketua Koperasi menanda tangani Kwi"tans·, p · enenmaan. 

MEKANISME DA BAB VII 
N PROSEDUR PENYALURAN DANA 

(1) Sosialisasi Program Pemb d Pasal 10 
k t d er ayaan Usah M'k per ua an mo al koperasi dilaksanaka a ' re, Kecil dan Menengah melal~i 

dan Menengah Kota Magelang. n oleh Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kec1I 

(2) Ketua Koperasi menanda tangani N 
Kantor Pelayanan Koperasi Usah ask_ah Kesepakatan Bersama antara Koperasi dan 
atas nama Pemerintah Kot~ Mage~ Kecil dan Menengah Kota Magelang yang bertindak ng. 

(3) Ketua dan Bendahara Koperasi m b k 
Magelang. em u a Rekening di PT. BPD Jawa Tengah Cabang 

BAB VIII 
KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN 



2007 NOMOR 18 
ELANGTAHUN 8ERfrA DAERAH KOTA MAG 

SEKRETARIS D 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 30 Juli 2007. 

H. FAHRIY ANTO ~- 

WALIKOTA MAGELANG 

~ 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 50 JtAH .7..00 7 

Pasal 15 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Acar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
d;naan oenempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. - . . 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Apabila ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan 
tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. 

BABXI 
SANKSI ADMINISTRASI 

b'I d'k di Pasal 14 
(1) Apa 

I 
a 

1 
-~mu tan h~ri ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana 

modal penyertaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerin~h . Kola 
Magelang • maka hak pengelolaan dana modal penyertaan dapat dicabut dan diahhkan kepada koperasi lain. 

-~ ) 
I 


